




A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 
1. Definisi Asuransi 
 Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance,1 yang dalam bahasa 
Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.2 Echols dan 
Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.3 
Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan 
verzekering (pertanggungan).4 
 Muhammad Muslehuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law 
mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopedia Britanica sebagai suatu 
persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa 
kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga 
bila kerugiaan tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban 
kerugian tersebut akan disebarkan keseluruh kelompok.5 
2. Perjanjian Asuransi 
                                                          
1
 John M. Enhols dan Hassan Syadilly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1990) hlm. 326. 
2
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hlm. 63. 
3
 John M. Enhols dan Hassan Syadilly, Op. cit 
4
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (jakarta: Pembimbing, 1958), hlm. 1. 
5
 Muhammad Muslehuddin, Insunance and Islamic Law, (Terj. Oleh Brhan Wirasubrata), Menggugat 
Asuransi Modern: megajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam, (Jakarta: Lentea, 1999) 
Cet. Ke-1, hlm. 3. 
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 Perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPdt) pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam 
Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “persetujuan adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
lain atau lebih”. Jadi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau 
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 
 Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur perjanjian 
merupakan unsur esensial atau yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian 
menurut Pasal 1320 KUH Perdata, apabila salah satu sifat yang terdapat dalam 
Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan 
perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 
3. Definisi Peransuransian  
 Di dalam Pasal 1 ayat 5 undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang 
Peransuransian “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan 
risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang 
polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, 
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak 
pasti”.  
 Didalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang 
Peransuransian menjelaskan bahwa “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang 
menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan 
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pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang 
berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau 
pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang 
berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah 
ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. 
3.1 Definisi Premi 
Prami asurensi ialah iuren yang harus dibayar setiap bulan (atau setiap 
tahun) sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi (sebagai tertanggung) 
atas keikutsertaan program asuransi. Ada juga beberapa orang yang 
menyebut premi asuransi dengan menggunakan istilah premium. Besaran 
premi asuransi yang harus dibayarkan, pasti ditulis dalam dokumen polis 
asuransi. Premi asuransi digunakan untuk membayar biaya-biaya 
asuransi (cost of insurance).6 
 Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang 
peransuransian ayat 29 Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh 
Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh 
Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau 
perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program 
asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. 
3.2 Definisi Polis 





Polis ialah dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung 
dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak 
dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi 
tersebut. Standar polis biasanya terdiri atas: 
1) Schedule (Ikhtisar pertanggungan) berisi hal-hal pokok yang perlu 
diketahui oleh tertanggung. 
2) Judul Polis 
3) Pembukaan 
4) Penjaminan (operative clause) 
5) Pengecualian 
6) Tanda tangan pihak penanggung 
7) Uraian.7 
 Dalam pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara 
tertulis dalam bentuk dokumen atau akta yang dinamakan polis. 
4. Jenis asuransi 
4.1 Asuransi kesehatan 
 Asuransi kesehatan memberikan santunan kesehatan kepada 
seseorang (tertanggung) berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan 
dan perawatan, bila di luar kehendaknya ia diserang oleh penyakit. 
Sebagai imbalan atas santunan kesehatan itu, tertanggung membayar 
                                                          
7
 Sunarmi, pemegang-polis-asuransi-dan-kedudukan-hukumnya, https://media.neliti.com/media/ publicat 
ions, diakses tanggal 14 Maret 2019 
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premi kepada penanggung secara berkala seumur hidupnya atau selama 
jangka waktu tertentu sebagaimana ditutup asuransinya.8 
4.2 Asuransi Pendidikan 
 Asuransi Pendidikan ialah jenis asuransi yang memberikan 
jaminan dana untuk pendidikan dan dana akan didapatkan ketika anak 
masuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan atau Perguruan Tinggi.  
5. Prinsip Asuransi 
Dalam asuransi, khususnya asuransi kerugian, ada 4 prinsip utama yaitu:  
1. Kepentingan yang dapat diasuransikan 
2. Jaminan atas ganti rugi 
3. Kepercayaan 
4. Itikad baik 
5.1 Prinsip Kepentingan 
 Dalam prinsip ini tertanggung berhak untuk mengasuransikan 
suatu objek pertanggungan karena adanya hubungan kepentingan yang 
diakui secara hukum antara tertanggung dan objek pertanggungannya, 
kepentingan keuangan terhadap objek pertanggungannya yang akan 
menjadi pokok perjanjian asuransi. 
5.2 Prinsip Jaminan 
                                                          
8
 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, cet. I, Jakarta, 1992, Op.cit.hlm 356 
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 Berpedoman kepada prinsip jaminan ini, maka tertanggung, akan 
memperoleh ganti rugi dari penanggung untuk mengganti kerugian 
yang dideritanya dengan tujuan: 
1. Mengembalikan tertanggung ke posisinya sebelum ditimpa oleh 
bahaya yang menimbulkan kerugian atas interstnya. 
2. Menghindarkan tertanggung dari bangkrut sedemikian rupa 
sehingga dia tetap kokoh berdiri ditempat sekalipun bahaya telah 
menimbulkan kerugian atas interstnya.9 
5.3 Prinsip Kepercayaan 
 Kepercayaan itu terutama kepercayaan atas keterangan yang 
diberikan oleh tertanggung perihal seluk-beluk barang yang akan 
ditutup asuransinya, demikian juga mengenai harga dari barang 
tersebut. Penanggung memperoleh keterangan dari tertanggung dan 
mempercayainya tanpa syak prasangka.10 
5.4 Prinsip Itikad Baik 
 Sudah seharusnya kepercayaan dari pihak penanggung diimbangi 
oleh tertanggung dengan itikad baik, yaitu dengan memberitahukan 
semua data dan keterangan yang diketahuinya mengenai barang yang 
akan ditutup asuransinya.11 
6. Pengalihan dan Pelepasan Hak 
                                                          
9
 Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Jakarta, 1992 hlm 6 
10
 Ibid, hlm 7 
11
 Ibid, hlm 8 
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 Pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung akan terjadi apa bila 
tertanggung memperoleh ganti rugi dari penanggung atas kerugian yang 
diderita oleh barangnya yang diasuransikan. Hak yang dialihkan adalah hak 
untuk menuntut pihak ketiga yang mungkin menyebabkan kerugian atau yang 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penanggung.12 
 Pengalihan hak diwujudkan secara tertulis sehingga dengan surat 
subrogasi itu, penanggung mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut pihak 
ketiga. Pengalihan hak terjadi dalam peristiwa partial loss. Sedangkan dalam 
peristiwa total loss, maka selain dari pengalihan hak, tertanggung juga 
melepaskan hak atas sisa barang yang diasuransikan (bila masih ada sisanya), 
atau melepaskan hak atas barang yang hilang kepada penanggung bila 
penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung sebesar maksimal 
harga pertanggungan yang tercantum didalam polis.13 
 Dari pihak tertanggung, abandonmen menimbulkan hak dan kewajiban 
baginya sebagai berikut: 
(1) Hak dari tertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung atas 
barangnya yang mengalami total loss atau dianggap total loss. 
(2) Kewajiban untuk menyerahkan sisa dari barang yang mengalami total loss 
(bila ada sisanya) kepada penaggung, yaitu melepaskan hak pemilikan atas 
sisa barang yang dianggap total loss (hilang). 
                                                          
12
 Ibid, hlm 9 
13
 Ibid, hlm 10 
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Atas barang yang hilang yang telah diabandonmen oleh tertanggung 
kepada penanggung, maka penanggung berhak mencari barang yang hilang 
itu. Bila ditemukan, maka penanggung berhak menjualnya untuk menutupi 
ganti rugi yang telah dibayarnya kepada tertanggung.14 
 Didalam pasal 251 KUHD menjelaskan bahwa “setiap tidak 
memberitahukan hal-hal yang diketahuinya oleh sitertanggung, betapa pun 
itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga/atau seandainya 
penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka perjanjian asuransi 
akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, 
mengakibatkan batalnya pertanggungan.  
 Jadi, dalam pasal 251 KUHD ini penanggung bisa membatalkan polisnya 
“semua pemberitahuan keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun 
dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga 
perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat 
yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari 
semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”. 
7. Tujuan Asuransi 
 Dari tujuan maupun fungsi asuransi terhadap penanggung ataupun 
terhadap tujuan tertanggung tersebut ialah terdapat pada prinsip (The Losses 
Of a Few Are Borne By a Group) dalam sebuah bisnis asuransi. Dan tidak 
semua konsumen akan mengalami kerugian atau kehilangan pada waktu yang 





sama maupun pada waktu yang berlainan akan tetapi klaim yang diajukan oleh 
sebagian dari peserta asuransi ditanggung oleh seluruh perserta asuransi. 
8. Fungsi Asuransi 
 Fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk menanggulangi 
ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan 
bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat 
diberikan sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu 
peristiwa.15  
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
1. Definisi PUJK dan Konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
 PUJK Ialah Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang disingkat menjadi PUJK, 
sedangkan Konsumen PUJK Ialah Pelaku/atau Subyek yang menempatkan 
dananya serta memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa 
Keuangan tersebut seperti halnya Konsumen Peransuransian dan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan khususnya. 
2. Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen 
 Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 
perlu3 untuk mengatur ketentuan mengenai pelayanan dan penyelesaian 
pengaduan Konsumen pada Pelaku Jasa Keuangan dengan ketentuannya 
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Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan 
menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah adanya 
penerimaan pengaduan dari konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus 
mempunyai prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang 
menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan 
efektifitas, terkait pelaksanaan penerimaan pengaduan Konsumen bisa 
melalui email dan surat. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan 
perlakuan yang seimbang dan objektif kepada setiap pengaduan konsumen, 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus memintakan identitas Konsumen/atau 
KTP, lalu materi pengaduan dan tindakan lain yang telah dilakukan untuk 
menyelesaikan pengaduan. 
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 
 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, dibentuk 
berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, yang 
dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari 
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini.16 
2. Prinsip Otoritas Jasa Keuangan 
                                                          
16
 Sentosa Sembiring, 2014, Hukum Asuransi, Bandung: PT. Penerbit Nuansa Aulia, hlm.5 
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 Pada dasarnya prinsip OJK didalam berbagai programnya yaitu dengan 
tujuan untuk menciptakan pondasi yang kuat terkait inklusi keuangan yang 
berpedoman pada nilai-nilai demokrasi pembangunan sektor ekonomi yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. 
a. Landasan Yuridis 
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK mengawasi seluruh 
lembaga jasa keuangan yang ada, termasuk peransuransian, perbankan, 
pasar modal, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan 
lain yang mengelola dana masyarakat Indonesia. 
b. Landasan Filosofis 
 Landasan filosofis mempertimbangkan pandangan hidup, 
kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah 
bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. OJK dibentuk dengan tujuan agar keselurahan 
kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat dikelola 
secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK/atau bisa disebut 
Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki pilar independensi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, dan transparansi yang mana semua harus dilakukan 
dengan baik. 
 Jadi, di lain hal itu agar OJK (Otoritas Jasa Keungan) dapat 
melaksanakan fungsinya secara efektif, maka OJK memiliki independensi 
 27 
 
yang kuat dengan dibentuknya Independensi ini diwujudkan dengan dua 
hal yaitu Pertama, secara kelembagaan OJK ini tidak berada di bawah 
otoritas lain di dalam suatu pemerintahan dan yang Kedua, secara 
perseorangan pemimpin OJK juga harus memiliki kepastian atas suatu 
jabatannya/atau kedudukan yang berupa jangka waktu sebuah jabatan 
yang tidak bisa diganti sejauh mana melaksanakan tugasnya dengan benar 
dan tidak terlibat dalam sebuah kasus tindak kriminalitas apapun itu 
macamnya. 
 Didalam Landasan filosofis ini berkaitan dengan “rechtside” yaitu 
apa yang mereka butuhkan terkait dari keadilan dan kebijaksanaan sebuah 
hukum untuk menjamin kesejahteraan hukum tersebut tumbuh dari nilai 
masyarakat mengenai yang Haq dan yang Batil, sehingga hukum 
diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang 
melindungi nilai-nilai maupun sebagai perwujud’an dalam tingkah laku 
masyarakat Indonesia. 
3. Tujuan OJK, Fungsi OJK, dan Tugas OJK 
Terkait Tujuan, Fungsi, dan Tugas OJK, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan 
sebagai berikut : 
a. Tujuan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan 
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan menjadi lebih baik yaitu dengan 
pengelolaan sistem yang secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel 
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yang dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan serta stabil dan juga dapat melindungi kepentingan 
konsumen dan masyarakat. 
b. Tugas 
Terkait Tugas/atau fungsi dari adanya Otoritas Jasa Keuangan yaitu 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pada Pasal 
6 menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan terhadap: 
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;  
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan  
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” 
4. Dasar Hukum OJK 
 Pada dasarnya didalam pasal 28 uu Nomor 21 Thn 2011 Otoritas Jase 
Keuangen memiliki kuasa untuk menindak lanjuti perlindungen hukum yg 
pada dasarnya telah menerapkan berbagai hal-hal terkait info dan edication 
Kep. Seluruh masyarakat dalam sektor jasa keuangan, layanen serta 
produknya, lalu memiliki kewenangan berupa membekukan sebuah kegiaten 
apabila kegiatan tsb berpotense merugikan masyarakat luas. 
 Perlindungan Hukum bagi Konsumen yaitu ditinjau dari peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
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Hukum Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuanngan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi : 
“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian 
Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/ atau kelalaian, pengurus, 
pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/ atau pihak ketiga yang bekerja 
untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. 
Jadi sejak adanya Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan tidak dapat 
lagi mengawasi pasar modal, dana pensiun, asuransi, serta lembaga 
pembiayaan dan penjaminan. Terkait untuk melakukan tugas-tugas 
pengaturan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 6 undang-undang tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. 
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan dan Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan 
1. Peraturan/atau Aturan 
Peraturan Otoritas jasa keaungan/ atau POJK Nomor 1/POJK07/2013 yang 
merupakan POJK yang pertama dikeluarkan oleh OJK berdasarkan 5 masalah 
pokok yang kerap terjadi yaitu: 
1) Informasi asimetris. 
2) Perlakuan yang tidak adil. 
3) Kualitas layanan yang tidak memadahi. 
4) Penggunaan data konsumen secara tidak sah dan tidak bertanggung jawab. 
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5) Penanganan pengaduan konsumen yang kurang efektif. 
 
 Jadi untuk menangani 5 masalah tersebut OJK telah menetapkan beberapa 
prinsip dalam 5 Hal: 
1) Prinsip Transparansi 
Prinsip transparansi yang akan diImplementasikan melalui POJK akan 
meluputi : 
a. Informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan 
b. Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami 
c. Pengungkapan detail produk dan layanan 
d. Proses edukasi konsumen oleh POJK sendiri 
e. Serta pengungkapan atas berbagai perubahan baik produk, manfaat, 
biaya, resiko, syarat dan ketentuan 
2) Prinsip Perlakuan yang adil 
a. Kesetaraan akses dan tidak diskriminatif 
b. Kesesuaian produk dan layanan 
c. Pemasaran yang jujur dan bertanggung jawab 
d. Prinsip keseimbangan, kewajaran dan keadilan dalam perjanjian 
e. Menghindari benturan kepentingan serta penentuan biaya yang 
bertanggung jawab 
3)  Prinsip keandalan yang menjadi fokus POJK 
a. Menjamin kualitas produk dan melindungi aset konsumen 
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b. Bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh 
kelalaian pihak PUJK 
c. Memberikan bukti kepemilikan produk dan manfaat kepada konsumen 
d. Memberikan laporan isi saldo konsumen 
e. Dan melaksanakan instruksi konsumen yang sesuai dengan perjanjian 
4) Prinsip perlindungan terhadap kerahasiaan data konsumen 
a. PUJK dilarang memberikan data konsumen kepada pihak ketiga tanpa 
persetujuan konsumen  
b. PUJK dilarang menggunakan data konsumen dari pihak ketiga tanpa 
persetujuan konsumen 
5) Prinsip penanganan pengaduan dan sengketa 
Dalam menyikapi penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian 
sengketa maka prinsip POJK meliputi : 
a. Memiliki ekanisme penanganan pengaduan konsumen 
b. Memiliki unit kerja khusus dalam menangani pengaduan konsumen 
c. Menyampaikan permintaan maaf dan ganti rugi jika pengaduan 
konsumen benar 
d. Menyampaikan pengaduan konsumen setiap 3 bulan kepada OJK 
e. Dan menindak lanjuti pengaduan konsumen paling lambat 20 hari 
sejak disampaikan dan dapat di perpangjang sesuai dengan ketentuan. 
2. Dasar Hukum 
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Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur dalam 
Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas jasa keuangan No.1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
3. Sanksi 
Terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah mengatur di dalam 
Pasal 53. Jadi jika konsumen tidak puas ada penyelesaian lainnya yaitu melaui 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan persyaratan pengaduan 
konsumen wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan, jika tetap tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan 
maka konsumen dan PUJK dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan atau melalui pengadilan. Dengan melaui LAPS yang dimuat 
dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah 
ditetapkan oleh OJK, Pelaku Usaha Jasa Keungan wajib melaksanakan 
putusan LAPS tersebut. 
E. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Jasa Keuangan 
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan 
 Dalam interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan sering 
terjadi perbedaan pendapat antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan 
mengenai suatu produk ataupun sebuah layanan dari  Lembaga Jasa Keuangan 
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terkait dan juga sebaliknya sengketa bisa jadi disebabkan oleh kelalaian 
konsumen itu sendiri/atau dari Lembaga Jasa Keuangan dalam melaksanakan 
kewajiban perjanjian yang berkaitan dari produk atau layanan itu sendiri. 
 Yang pertama, penyelesaian sengketa harus dilakukan dipihak LJK 
terlebih dahulu, berkaitan dengan LJK/atau Lembaga Jasa Keuangan wajib 
memiliki kapasitas unit kerja yang memadahi dan fungsi mekanisme 
pelayanan penyelesaian pengaduan untuk konsumen. Jika penyelesaian 
sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terkait penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa/atau 
disebut (LAPS). 
2. Pelayanan Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa 
1. Mediasi, penyelesaian sengketa permasalahan terlebih dahulu melalui 
pihak ketiga (mediator), mediator sebagai penengah untuk membantu 
pihak yang bersengketa antara Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan 
mencapai kesepakatan. 
2. Ajudikasi, penyelesaian sengketanya melalui (ajudikator) untuk memberi 
putusan atas permasalahan yang timbul antara pihak yang dimaksud. 
Putusan ajudikasi itu mengikat para pihak jika konsumen menerima, jika 
konsumen menolak konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya 
yang telah disediakan oleh LAPS. 
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3. Arbritase, penyelesaian permasalahan sengketa di luar pengadilan yang 
didasarkan pada perjanjian arbritase ini dibuat secara tertulis oleh para 
pihak yaitu Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan yang bersengketa, 
akan tetapi perlu diketahui bahwa putusan arbritase ini bersifat final dan 
mengikat para pihak yang bersengketa tersebut. 
3. Prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, 
LAPS memiliki 4 prinsip yaitu pertama prinsip aksessibilitas yang tertuang 
dalam Pasal 5, yang kedua prinsip independensi yang tercantum dalam Pasal 
6, lalu yang ketiga prinsip keadilan pada Pasal 7 dan yang kempat Prinsip 
efisiensi/efektifitas yang berada dalam Pasal 8. 
 
